[image: image1.jpg]


                                                   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

         
                                                                 Kabupaten Rote Ndao, 2005-2025
[image: image2.jpg]




BAB III

ANALISIS ISUE-ISUE STRATEGIS DAERAH
3.1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia 
Indeks Pembangunan Manusia Rote Ndao Relatif Masih Rendah.-- Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Rote Ndao secara komposit digambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan indeks komposit dari aspek kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. IPM Kabupaten Rote Ndao Tahun 2007 mencapai 64,3%. Indeks ini sedikit lebih rendah dari IPM Provinsi NTT yang mencapai 64,8 % pada tahun yang sama. IPM Kabupaten Rote Ndao menempati urutan ke sembilan terbaik diantara 20 Kabupaten/Kota di NTT, Tetapi masih jauh dari IPM Nasional.  

Pendapatan per kapita Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp 3.3 juta/Kapita masih lebih rendah dari pendapatan per kapita NTT yang mencapai Rp. 3,6 juta/kapita. Persentase penduduk melek huruf Kabupaten Rote Ndao sebesar 89%, sehingga yang tergolong buta huruf sebesar 11%. 

Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah.-- Kualitas penduduk antara lain juga dapat digambarkan oleh tingkat pendidikan formal yang ditamatkan. Data tahun 2007 menunjukkan masih besarnya porsi penduduk umur lebih dari sepuluh tahun yang tidak mempunyai ijasah (39.59%), dan yang berpendidikan SD sebesar 38.11%. Demikian halnya dengan tingginya porsi penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi (71.17%) dan tidak atau belum bersekolah sebesar 7,85%, dan secara gender, lebih banyak laki-laki yang tidak bersekolah lagi dibanding perempuan.

Persoalan rendahnya mutu SDM Kabupaten Rote Ndao nampaknya semakin berat untuk ditangani ke depan, karena ternyata ada sekitar 21,46% penduduk usia 13-15 tahun yang tidak pernah dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar khususnya pendidikan SMTP, serta sekitar 50,78% yang tidak pernah sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikan menengah.

Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk seperti tergambar di atas nampaknya disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait, seperti : (1) masih kurangnya jumlah dan belum meratanya penyebaran SMP dan SMTA di semua wilayah; (2) kondisi ekonomi sebagian penduduk yang masih miskin serta (3) faktor sosial budaya berupa kurangnya kemauan orang tua memberi kesempatan kepada anak usia sekolah untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama anak perempuan.  

Kesenjangan Tingkat Pendidikan antar Kelompok Masyarakat.-- Kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat di Rote Ndao terutama terjadi antar golongan ekonomi penduduk serta antar wilayah perdesaan dan perkotaan. Kesenjangan ini memang merupakan isu penting, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penduduk golongan miskin di perkotaan dan perdesaan sering kurang mempunyai kesempatan lebih baik untuk menikmati pendidikan, terutama pendidikan tingkat SLTP dan SLTA, apalagi tingkat perguruan tinggi. Kondisi kesenjangan tingkat pendidikan antar golongan penduduk di Rote Ndao tampak dari belum meratanya kesempatan bagi penduduk berumur 10 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan pendidikan formal yang di lihat dari dua segi, yaitu jenis kelamin dan tempat tinggal. Dari segi jenis kelamin, kesempatan untuk menikmati layanan pendidikan formal diantara laki-laki dan perempuan relatif belum berimbang pada semua jenjang pendidikan; sementara itu dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk berusia 10 tahun ke atas di kota umumnya memperoleh kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal lebih besar dari penduduk yang tinggal di desa. Dengan demikian kesempatan memperoleh layanan pendidikan formal di wilayah perkotaan dan perdesaan belum merata. 

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kondisi ini antara lain :  (1) masih kurangnya jumlah dan belum meratanya penyebaran SMP dan SMTA di semua wilayah kecamatan; (2) kondisi ekonomi sebagian penduduk yang masih miskin; (3) kurangnya kemauan orangtua memberi kesempatan kepada anak usia sekolah untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi (sosial budaya), terutama anak perempuan; (4) masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM), terutama untuk tingkat pendidikan menengah.

Fasilitas Pelayanan Pendidikan Relatif masih Kurang dan  Tidak Merata.--  Persoalan kesenjangan tingkat pendidikan antar golongan penduduk dan antar wilayah perdesaan dan perkotaan juga merupakan keragaan yang ditimbulkan oleh kurang tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah, kualitas, dan terutama penyebarannya. Di beberapa kecamatan masih terjadi kekurangan guru, terutama guru pendidikan SMTA.

Diantara berbagai faktor penyebab, salah satu faktor yang menjadi persoalan utama yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Rote Ndao adalah persebaran guru yang tidak merata, sehingga pada wilayah tertentu terdapat kekurangan guru yang cukup besar. Selain itu kesesuaian antara keahlian guru dan penempatannya pada sekolah tertentu belum terlalu sesuai sehingga pada sekolah tertentu, walaupun jumlah guru mencukupi tetapi masih terdapat kekurangan guru dengan keahlian tertentu. Faktor lain yang juga ikut menjadi penyebab kondisi ini adalah minimnya alokasi anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah (DAU) untuk pembangunan sekolah baru ataupun ruang kelas baru, dan lebih mengandalkan anggaran dari APBN.

Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan.-- Masih rendahnya kualitas atau mutu pendidikan di Kabupaten Rote Ndao secara umum dapat dilihat dari  indikator NEM dan tingkat kelulusan. NEM SD telah mencapai 6.72 sedangkan NEM SMTP mencapai 6.63. Sementara itu, NEM SMTA juga tergolong masih rendah, yaitu baru rata-rata 6,08.

Tingkat kelulusan siswa SD di Kabupaten Rote Ndao telah meningkat secara merata di semua wilayah, dan dapat dikatakan sudah tergolong tinggi (mendekati 100%). Hal ini berbeda dengan Tingkat kelulusan siswa SMTP yang cenderung menurun dari tahun 2005 ke 2007. Sedangkan tingkat kelulusan siswa pendidikan menengah di Kabupaten Rote Ndao meningkat dari 53,24% di Tahun 2005 menjadi 82,19% di Tahun 2007, tetapi di Kecamatan Lobalain justru menurun tajam dari 84,75% menjadi 56,57% untuk periode yang sama.
Masih rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Rote Ndao pada berbagai jenjang pendidikan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain : a) belum memadainya ketersediaan tenaga pendidik baik jumlah maupun kualitasnya, b) tingkat kesejahtaraan pendidik yang masih rendah, c) fasilitas belajar baik jumlah, mutu, dan persebaran antar wilayah belum mencukupi seperti perpustakaan sekolah dan lain-lain, d) biaya operasional pendidikan belum tersedia secara memadai, dan e) masih kurangnya kemampuan partisipasi keluarga, terutama keluarga miskin dan/atau keluarga di perdesaan.

Ketimpangan Status Kesehatan Antara Kelompok Masyarakat, dan Antara Perdesaan dan Perkotaan.-- Ketimpangan Status Kesehatan antara kelompok masyarakat dan antara penduduk perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu isu penting bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao. Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan adalah aspek penting dalam membentuk SDM berkualitas dari sisi kesehatan. 
Tingkat kesehatan masyarakat yang masih timpang tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor lingkungan (termasuk pola makan), faktor perilaku masyarakat maupun individu, faktor ketersediaan dan keterjangkauan akan fasilitas kesehatan, dan faktor kemampuan pembiayaan kesehatan atau kemiskinan. Tingkat keaktifan posyandu di Kabupaten Rote Ndao juga ternyata masih kurang dari 40%. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, di Kabupaten Rote Ndao masih terjadi ketimpangan status kesehatan, baik antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat mampu, dan antara kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan. 

Rendahnya Kualitas, Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan.-- Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan  pelayanan kesehatan di Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu isu penting. Gambaran mengenai salah satu isu strategis ini terlihat dari keragaan sejumlah indikator kesehatan terkait, yakni banyaknya jumlah dan jenis penyakit yang masih diderita oleh penduduk di  Kabupaten Rote Ndao;  rendahnya ketersediaan dan rasio sarana dan prasarana kesehatan, serta tidak meratanya persebaran sarana/prasarana kesehatan. Indikator-indikator tersebut pada gilirannya berimplikasi pada rendahnya keterjangkauan atau akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 

Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di  Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terurai di atas disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:a) Terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan sarana kesehatan yang bersumber dari DAU dan lebih mengharapkan dana APBN; b) Belum meratanya persebaran sarana kesehatan antar daerah; c) Masih adanya keengganan sebagian tenaga kesehatan untuk mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil akibat kurangnya insentif; d) Rendahnya mutu peralatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan e) Kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas kesehatan yang ada. 

Perilaku Masyarakat yang Kurang Mendukung Pola Hidup Sehat                         dan Bersih.-- Isu perilaku masyarakat di Kabupaten Rote Ndao yang kurang mendukung pola hidup sehat dan bersih antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah dan persentase rumah sehat; jumlah persalinan ditolong petugas kesehatan; jumlah kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR); jumlah kasus bayi dengan gizi buruk; angka kematian bayi;  angka kesakitan penyakit menular atau banyaknya penyakit yang diderita penduduk.

Adapun faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab atau yang mempengaruhi perilaku masyarakat yang kurang mendukung Pola Hidup Sehat dan Bersih di atas antara lain adalah kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di  Kabupaten Rote Ndao, (khususnya di pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil); masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan bersih, serta faktor sosial budaya tradisional yang berkaitan dengan pemeliharaan/ perawatan kesehatan maupun yang berkaitan dengan konsumsi dan kepercayaan mengenai makanan.

Rendahnya Kondisi Kesehatan Lingkungan dan Status kesehatan Penduduk Miskin. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dalam mengupayakan kesehatan lingkungan dan kebiasaan hidup sehat yang ada hubungannya dengan ketersediaan atau akses terhadap air bersih untuk keperluan mandi, minum, mencuci, dan sanitasi (MCK), akses terhadap air bersih, dan akses terhadap sanitasi yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan yang rendah tersebut terutama karena terbatasnya sarana dan prasarana penyediaan air bersih dan MCK bagi masyarakat, serta faktor sosial budaya yang berkenaan dengan perilaku dan kebiasaan untuk hidup sehat.
3.2. Tinggnya Angka Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan Sosial
3.2.1. Tingginya Angka Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak saja berdimensi ekonomi akan tetapi dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan. Bahkan kemiskinan yang dialami oleh sebagian penduduk mendorong munculnya kesenjangan sosial di antara kelompok masyarakat. Seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan yang diterima tidak melebihi batas garis kemiskinan yang ditetapkan. Batas garis kemiskinan penduduk di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2006 sebesar Rp.100.107,- meningkat menjadi Rp.106.273,- pada tahun 2007. Walaupun demikian batas garis kemiskinan ini merupakan nilai terendah dibanding Kabupaten lainnya di NTT. Kabupaten Rote Ndao memiliki kemampuan ekonomi yang rendah sehingga berdampak pada penetapan batas garis kemiskinan yang rendah juga. 
Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2007 mencapai 28,26% (30.100 orang), jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Angka persentase ini relatif menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2005 dan 2006 sebelumnya, di mana masing-masing tercatat sebesar 27,43% dan 27,83%. Kondisi ini sebenarnya  dapat dipandang sebagai suatu angka yang fantastis dan memerlukan penanganan yang serius dan terencana. Bahkan ketika isu kemiskinan dijadikan sebagai suatu agenda yang harus diatasi penanganannya oleh MDGs, menjadikan persoalan kemiskinan sebagai suatu isu strategis dan harus benar-benar dapat diselesaikan, supaya persoalan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dapat teratasi. Berdasarkan pada pemahaman ini, maka beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab antara lain : a) Rendahnya tingkat pendapatan per kapita per tahun yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat. Sebagai gambaran sampai tahun 2007 tingkat pendapatan per kapita penduduk Rote Ndao sebesar Rp.3.3 juta/kapita/tahun,-. Rataan ini relatif lebih rendah dibanding pendapatan NTT; b) Rendah dan terbatasnya lapangan kerja terutama di luar sektor pertanian; c) belum terkelolanya potensi sumberdaya alam secara optimal yang berdampak terhadap rendahnya produktivitas penduduk dan kesejahteraannya, dan d) rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi secara lebih merata. 

3.2.2. Tingginya Pengangguran

Permasalahan pengangguran di Kabupaten Rote Ndao, walaupun secara terbuka relatif rendah (2,75%) akan tetapi mencermati kondisi aktual saat ini dapat dipastikan bahwa permasalahan pegangguran terselubung atau setengah pengangguran masih cukup tinggi. Sementara itu indikator lain yang terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu menunjukkan banyaknya angkatan kerja per 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sampai tahun 2007 TPAK di Kabupaten Rote Ndao sebesar 73,38%. Ini berarti bahwa setiap seratus penduduk di atas 15 tahun yang merupakan angkatan kerja sebanyak 73 orang lebih. Sementara itu dependency ratio (banyaknya  penduduk usia non-produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif) tercatat sebesar 71,20% pada tahun 2007.  

Dari gambaran data yang ada, dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rote Ndao relatif rendah, akan tetapi tanggung jawab ekonomi angkatan kerja termasuk kelompok usia produktif relatif besar. Dengan demikian apabila lapangan kerja yang tersedia terbatas menyebabkan kesempatan meraih pekerjaan menjadi rendah,  yang pada gilirannya berdampak kepada rendahnya pendapatan dan produktivitas TK yang ada. Dengan demikian upaya-upaya pemberdayaan yang disertai dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha merupakan langkah strategis yang dapat dikembangkan tidak saja melalui kerja keras pemerintah daerah, akan tetapi juga partisipasi transformatif dari dunia usaha dan masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pengangguran di Kabupaten Rote Ndao yang dapat diidentifikasi meliputi: a) Terbatasnya lapangan kerja dan upaya penciptaan kesempatan kerja, yang mana secara makro ekonomi disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah; b)  Dugaan tingginya pengangguran terselubung atau pengangguran tersembunyi diperkirakan akibat ketergantungan pada sektor pertanian sebagai penampung TK yang tinggi, dorongan berkembangnya sektor sekunder dan tersier untuk menyerap TK masih terbatas; c) Kualitas TK yang masih rendah sehingga beralihnya TK dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian menjadi terbatas akibat sektor non-pertanian lebih membutuhkan TK yang memiliki skill dan pengetahuan yang lebih tinggi. 

3.2.3. Kesenjangan Sosial

Isue kesenjangan sosial di Kabupaten Rote Ndao diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : a) permasalahan baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan juga rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai peluang sosial ekonomi; b) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan c) tidak meratanya kemajuan pembangunan antar bagian wilayah di Kabupaten Rote Ndao. 

Dampak kesenjangan sosial yang semakin tajam pada gilirannya akan berdampak timbulnya berbagai persoalan sosial dan keamanan. Persoalan sosial dan keamanan yang muncul seperti tindakan kriminal, kenakalan remaja, gesekan kepentingan antar golongan, agama dan suku, serta berbagai permasalahan lainnya. Keseluruhan permasalahan di atas untuk jangka menengah dan panjang kedepan dapat saja berdampak kepada stabilitas dan kinerja pelaksanaan pembangunan dan kepemerintahan di Kabupaten Raote Ndao. 

Mencermati dan mengatasi isue kesenjangan sosial yang ada, maka strategi penanganan yang cermat dengan mengatasi faktor-faktor penyebab secara mendasar mutlak dikerjakan. Untuk itu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, peningkatan pedidikan masyarakat, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai peluang sosial ekonomi yang ada, dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif, terencana dan berkelanjutan, serta pemerataan penyebaran infrastruktur secara lebih merata pada sebagian besar bagian wilayah di Kabupaten Rote Ndao diperkirakan dapat menekan laju peningkatan kesenjangan sosial yang terjadi. 

3.3. Disparitas Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor 
3.3.1. Disparitas Pembangunan Antar Wilayah

Disparitas pembangunan pendidikan antar wilayah.—Beberapa wilayah kecamatan masih tertinggal dalam aspek pembangunan pendidikan dibanding kecamatan lainnya. Untuk ukuran kapasitas sekolah, empat kecamatan dinilai tertinggal seperti: di Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Tengah dan Pantai Baru. Kapasitas sekolah dimaksud, meliputi: rasio Guru-sekolah dan Rasio Murid-guru terutama untuk tingkat pendidikan SMTA. Kondisi seperti demikian akhirnya berpengaruh pada masih tertinggalnya ke empat kecamatan dimaksud dalam hal indikator APM, tingkat kelulusan dan NEM. 
Isue disparitas pembangunan antar wilayah yang terjadi di wilayah kabupetan Rote Ndao, jika saja tidak ditangani secara baik maka untuk jangka panjang akan berimplikasi pada terciptanya perbedaan kemajuan antar bagian wilayah. Demikian juga dapat saja terjadi  proses eksploitasi  berlebihan pada beberapa bagian wilayah yang kurang maju oleh bagian wilayah yang lebih maju. Hal ini dapat saja terjadi mengingat untuk mendukung perkembangan wilayah yang lebih maju biasanya dukungan wilayah belakang/hinterland sangat besar. Padahal pengalaman di banyak wilayah umumnya, tingkat perkembangan wilayah-wilayah hinterland biasanya lebih lamban akibat fungsi dukungan yang diembannya. Dalam konteks ekonomi regional, kebijakan untuk menjadikan pusat-pusat pertumbuhan (growth pole center) ekonomi melalui penerapan kombinasi strategi yang mengedepankan sisi permintaan (demand side strategy), sisi penawaran (supply side strategy) dan pemanfaatan keunggulan lokasi (area service development strategy) secara terpadu merupakan pilihan yang dapat dikembangkan kedepan. 

Fakta memperlihatkan bahwa perkembangan bagian wilayah Tengah bagian Utara jauh lebih baik dibanding bagian wilayah Timur, Barat dan Tengah bagian Selatan Rote Ndao, baik dari kondisi perekonomian masyarakat maupun perkembangan fisik wilayah. Sebagai gambaran kualitas jalan yang ada di Kabupaten Rote Ndao dibagi menurut bagian wilayah Tengah-Utara; Timur; Barat dan Tengah-Selatan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Untuk bagian Tengah-Utara jalan aspal sepanjang 94,9 km; Rote bagian Barat sepanjang 45,2 km; Rote bagian Timur sepanjang 46,0 km dan Tengah-Selatan sepanjang 5 km. Sebaliknya kualitas jalan dengan kondisi permukaan berupa pengarasan (kerikil) dan tanah jauh lebih panjang pada Rote bagian Barat, Rote bagian Timur, dan Tengah-Selatan dibanding Rote bagian Tengah-Utara.

Mendukung upaya yang ada, maka peningkatan penyediaan infrastruktur kewilayahan seperti sarana dan prasarana transportasi, prasarana pengairan, dan prasarana penunjang ekonomi lainnya secara nyata dan merata diantara bagian wilayah merupakan prasyarat keharusan (neccessary condition) yang harus dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Demikian juga pengembangan suprastruktur berupa strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi regional yang mengedepankan sinergitas dan keterpaduan antar wilayah sebagai prasyarat kecukupan (sufficient condition)  diharapkan secara bersama-sama mendukung untuk meminimalisir disparitas yang terjadi.

Berdasarkan gambaran di atas, beberapa faktor penyebab disparitas antar wilayah di Kabupaten Rote Ndao, terutama antara bagian wilayah Timur, Tengah-Selatan dan Barat antara lain : a) Penyebaran infrastruktur, seperti penyebaran sarana dan prasarana transportasi yang belum merata di antara bagian wilayah tidak merata; b) Dukungan kebijakan pemerintah yang menjadikan Kota Ba’a di bagian Tengah-Utara Kabupaten Rote Ndao sebagai pusat kepemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya sehingga kecenderungan perkembangan bagian wilayah ini relatif lebih maju dibanding bagian wilayah lainnya; c) Belum terkelolanya SDA potensial pada beberapa bagian wilayah yang bisa dijadikan sebagai faktor penarik untuk tumbuh dan berkembangnya bagian-bagian wilayah yang kurang maju, dan d) Belum terimplementasikannya secara baik dukungan kebijakan pemerintah Kabupaten seperti pengembangan pusat agroindustri di wilayah selatan, dan agrowisata di wilayah barat yang pada hakekatnya penting sebagai pemicu perkembangan bagian-bagian wilayah tersebut. 

3.3.2. Disparitas Pembangunan Antar Sektor

Analisis struktur perekonomian regional Kabupaten Rote Ndao dapat mencerminkan kondisi disparitas pembangunan antar sektor. Sampai tahun 2005 dari tampilan data BPS Kabupaten Rote Ndao dengan dasar harga konstan 2000 memperlihatkan bahwa peran sektor pertanian masih dominan dengan kontribusi sebesar 53,53% dan sisanya oleh 8 sektor lainnya. Selanjutnya dari kedelapan sektor yang lain, peran sektor jasa-jasa sebesar 21,97% dan 11,79% disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan gambaran hasil analisis ini memberikan pengertian bahwa perekonomian Kabupaten Rote Ndao pada umumnya masih mengandalkan sektor pertanian/ primer, di mana secara teoritis dipahami bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor primer (sektor tradisional) dari satuan input (uang) yang sama relatif kecil dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri dan jasa. Dipahami pula bahwa struktur perekonomian suatu wilayah yang telah maju biasanya ditandai dengan besarnya peran non-pertanian khususnya sektor industri. Kemudian pada tahapan kemajuan selanjutnya peran ini akan diambil alih oleh sektor-sektor tersier khususnya sektor jasa-jasa formal. 

Oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Rote Ndao ke depan harus diarahkan pada upaya secara terus menerus mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan tersier dalam rangka perbaikan struktur perekonomian regional. Arah kebijakan seperti ini jelas akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus mampu memperbaiki struktur perekonomian regional. Dapat juga bahwa mengatasi permasalahan disparitas antar sektor, maka pengembangan strategi yang mengedepankan keterpaduan antar sektor ekonomi diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang nyata bagi kemajuan pembangunan wilayah Kabupaten ini. Sebagai gambaran penetapan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa sebagai penggerak ekonomi wilayah dan masyarakat diharapkan dapat mendongkrak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  termasuk peningkatan sektor pariwisata sebagai sektor andalan di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini penting mengingat kecenderungan yang terjadi saat ini bahwa selain dari sisi potensi SDA yang mendukung cukup potensial, juga dapat dipastikan sektor-sektor unggulan di atas memiliki indeks keterkaitan kebelakang (backward linkage) dan keterkaitan kedepan (forward linkage) yang cukup baik.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi timbulnya disparitas pembangunan antar sektor ini adalah : a) rendahnya tingkat investasi  swasta terutama investasi di bidang  non-pertanian seperti sektor industri pengolahan, pertambangan, dsb; b) Sehubungan dengan point (a) terutama karena masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendorong investasi swasta di Kabupaten Rote Ndao; c) rendahnya kualitas tenaga kerja, dalam rangka menunjang investasi; d) lambatnya pengembangan pertanian off-farm, termasuk agroindustri, seperti di sektor perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan; e) belum terkelolanya potensi SDA penunjang pengembangan sektor non-pertanian potensial yang ada di Kabupaten Rote Ndao,  dan f) kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang kurang memberikan dorongan/insentif bagi pembangunan bidang non-pertanian di Kabupaten Rote Ndao khususnya bahkan di Indonesia timur pada umumnya.
3.4. Rendahnya Penegakkan Hukum dan Kualitas Pelayanan Publik
Tantangan pembangunan dibidang hukum dan aparatur adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Menciptakan kondisi tertib hukum dan kepastian hukum pada umumnya merupakan harapan masyarakat agar dapat menikmati dan meyakini tegaknya supremasi hukum. Kesadaran hukum masih perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Hak asasi manusia harus disosialisasikan secara berimbang dengan kewajiban asasi agar tidak terjadi ketimpangan.

Pemberlakuan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa serangkaian perubahan dalam sistem, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. Otonomi daerah juga membawa akibat desentralisasi fiskal telah membuka kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah sejak proses perencanaan, penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pengawasan hasil pembangunan itu sendiri. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan pembangunan juga telah menciptakan peluang baru bagi tumbuh suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah.

Otonomi juga telah memberikan manfaat positif seperti perluasan kapasitas dan upaya peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah. Globalisasi menciptakan revolusi teknologi dan sistem informasi yang secara langsung akan mempengaruhi dan menuntut peningkatan kinerja aparat Negara dan sistem informasi pelayanan sektor publik. Untuk mendukung era globalisasi adalah dengan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mempersiapkan sistem pelayanan yang profesional antara lain melalui peningkatan sistem informasi dan database yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Bagi Kabupaten Rote Ndao, dalam rangka  penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pembangunan yang berorientasi good governance, manajemen pemerintahan dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif. Hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 harus dapat diberikan secara penuh. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah Kabupaten Rote Ndao didalam memberikan pelayanan publik yang profesional untuk masyarakat dan pihak swasta mutlak diperlukan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao dapat mencapai pembangunan jangka panjangnya. Salah satu indikator profesionalitas aparatur adalah kemampuannya memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, akurat, dan murah.
3.5. Penataan Ruang Yang Belum Optimal Dan Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup 
3.5.1. Penataan Ruang yang Belum Optimal 
Pembuatan dokumen rencana tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbasis penataan ruang maka kebijakan pembangunan akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Penataan ruang di Kabupaten Rote Ndao belum dilaksanakan secara optimal walaupun kabupaten ini sudah memiliki dokumen tata ruang wilayah. Kondisi ini dapat mengakibatkan pola penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan sehingga dapat mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan. Penataan ruang yang belum optimal dan masih rendahnya perhatian terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor yang cukup mendasar, antara lain: (1) rencana tata ruang masih dianggap sebagai barang mewah, (2) dokumen rencana tata ruang yang ada masih sulit dioperasionalkan, (3) adanya benturan/konflik kepentingan antar sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya, (4) belum adanya keterbukaan dan keiklasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, (5) belum disadari sepenuhnya bahwa rencana tata ruang dapat dijadikan sebagai usaha preventif dalam proses pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (6) dan lain-lain.

Agar fungsi penataan ruang dalam kerangka penyelarasan, pensinkronan, dan pemaduan berbagai rencana dan program sektor dapat dilaksanakan secara optimal maka pembangunan di Kabupaten Rote Ndao harus berpedoman pada dokumen rencana tata ruang yang ada dengan melibatkan berbagai stakeholder terutama masyarakat setempat, serta diperlukan upaya law enforcement dalam pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.
3.5.2. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 
Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada hakekatnya dimaksudkan untuk tercapainya optimalisasi sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana, sehingga potensi SDA yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu juga fakta  di banyak wilayah menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan di berbagai bidang dan perubahan iklim global, berpotensi  untuk memberikan dampak buruk terhadap kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam secara tidak bijaksana dan polusi lingkungan fisik, kimia dan biologis oleh aktivitas ekonomi yang berpotensi menyisakan limbah atau pembangunan pada umumnya, menyebabkan degradasi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memprihatinkan. Untuk mengantisipasi dampak semacam ini, maka paradigma pembangunan yang harus dianut adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Esensi dari paradigma pembangunan tersebut adalah mempertahankan atau meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan yang tersedia, agar tetap dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao untuk kurun waktu 20 tahun kedepan, dituntut adanya suatu bentuk kebijakan yang bersifat memaksa sehingga orientasi sasaran pembangunan yang dilaksanakan tidak saja semata-mata berupaya mengejar pertumbuhan yang tinggi akan tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Prinsip ini semata-mata agar supaya tidak menimbulkan atau menyisakan biaya sosial bagi generasi berikutnya, akan tetapi sumberdaya alam yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa bidang kegiatan pembangunan yang diperkirakan berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup terutama ketika teknologi dan sistem pengelolaan yang dimanfaatkan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Kegiatan dimaksud antara lain eksploitasi sumbedaya kelautan dengan menggunakan bahan peledak, eksploitasi sumberdaya pertambangan galian C dan B, penerapan sistem pertanian tradisional tebas-bakar dan atau pengolahan lahan pada kawasan dengan topografi curam, penanganan limbah dari fasilitas publik dan rumah tangga yang kurang ramah lingkungan, bias pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan ancaman degradasi lingkungan, dsb. 

Mendasarkan pada pemahaman di atas, maka upaya penanganan sejak dini terutama terhadap faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi ancaman degradasi lingkungan hidup sangat diperlukan. Untuk itu beberapa faktor yang diperkirakan antara lain : a) tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali; b) penerapan sistem pertanian ladang berpindah dengan waktu bera yang singkat dan penerapan sistem tebas-bakar yang cukup intensif; c) eksploitasi sumderdaya kelautan dan pesisir dengan menggunakan teknologi yang rentan terhadap degradasi lingkungan perairan; d) penebangan hutan; e) lemahnya aparatur pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian penerapan peraturan yang terkait dengan perlindungan kelestarian lingkungan hidup.
3.6. Permasalahan Ketahanan Pangan 
Isue permasalahan ketahanan pangan masyarakat Rote Ndao harus menjadi isue penting dan strategis untuk diatasi. Mengingat peningkatan ketahanan pangan masyarakat diperkirakan akan mendorong peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun kedepan diharapkan adanya kemandirian dalam sistem ketahanan pangan baik di tingkat rumah tangga, penduduk dan wilayah.  Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa apabila masyarakat cukup makan, diperkirakan akan tercipta suatu kondisi yang baik bagi peningkatan derajat kesehatan termasuk peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

Hingga saat ini sumber pangan utama masyarakat di Kabupaten Rote Ndao bersumber dari hasil pertanian yang diusahakan seperti padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacang. Akan tetapi harus diakui bahwa rendahnya produktivitas hasil yang diraih menyebabkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga juga menjadi terbatas. Produktivitas padi sawah tercatat sebesar 3,2 ton/ha; padi ladang sebesar 2,1 ton/ha; jagung 2,35 ton/ha; kacang-kacangan sebesar 0,97 ton/ha; ubi-ubian sebesar 9,16 ton/ha dan shorgum sebesar 0,95 ton/ha. Rataan produktivitas berbagai komoditas pertanian di atas relatif masih lebih rendah dibanding rataan di NTT. Padahal berbagai jenis produk tersebut merupakan sumber pangan utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan masyarakat. Demikian juga pertumbuhan jumlah penduduk diperkirakan akan semakin memperberat upaya peningkatan ketahanan pangan sebagai akibat ancaman alih fungsi lahan pertanian bisa saja terjadi untuk pemenuhan kebutuhan permukiman dan ruang untuk aktivitas pembangunan ekonomi lainnya.

Jika dicermati lebih jauh, pada hakekatnya secara tradisional penduduk Kabupaten Rote Ndao telah memiliki sistem ketahanan pangan yang cukup efektif dalam mengatasi persoalan pangan di tingkat rumah tangga, seperti pola konsumsi hasil sadapan nira yang kaya akan sumber karbohidrat. Termasuk juga berbagai produk pangan lokal antara lain kacang-kacangan, shorgum, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat berperan dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao adalah : a) Revitalisasi sistem ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan sumber dan jenis pangan lokal yang telah beradaptasi bahkan membudaya di tingkat masyarakat saat ini;              b) Revitalisasi potensi komoditi pangan lokal sehingga menjadi produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; c) peningkatan kesejahteraan, derajat ekonomi rumah tangga dan masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.
3.7. Rendahnya Investasi Daerah Dan Akses Pasar 
Peluang otonomi daerah, tidak saja berperan dalam mendorong pengembangan sistem kepemerintahan yang baik dan mandiri, akan tetapi juga diharapkan mendorong percepatan pembangunan daerah otonom bersangkutan. Ini berarti bahwa optimalisasi potensi sumberdaya kewilayahan baik berupa SDA maupun SDM harus benar-benar dikembangkan untuk dapat mendorong kemajuan daerah dan masyarakat. 

Fakta yang ada saat ini di Kabupaten Rote Ndao yang secara politis kepemerintahan telah menjadi daerah otonomi kabupaten dan lepas dari induk kabupaten Kupang sejak tahun 2002 yang lalu, tampaknya bahwa potensi yang dimiliki belum secara serta merta dapat menarik investasi baik investasi domestik/dalam negeri maupun asing. Padahal sebagai gambaran, hasil analisis pembangunan ekonomi Kabupaten ini memperlihatkan bahwa tersedia sektor yang secara potensial cukup memiliki keunggulan baik komparatif maupun kompetitif, seperti perikanan dan kelautan serta pariwisata. Belum lagi sub sektor pertanian lainnya seperti tanaman bahan makanan, peternakan dan perkebunan. 

Terkait dengan isu rendahnya akses pasar, terutama berkaitan dengan  orientasi perdagangan keluar juga masih terbatas pada komoditi-komoditi dan wilayah tertentu saja, bahkan sebagian besar komoditi yang diperdagangkan umumnya dalam bentuk bahan mentah/baku yang belum mendapatkan sentuhan proses nilai tambah secara lokal. Jika proses ini terus berlangsung, maka dapat dipastikan untuk jangka panjang kebocoran wilayah (regional leakage) semakin besar yang pada giilirannya kerugian wilayah akibat tidak ditangkapnya nilai tambah secara lokal juga semakin meningkat. 

Fakta lain yang dapat dijelaskan bahwa kecenderungan perdagangan dengan orientasi outward looking masih rendah atau dengan kata lain inward looking orientation dari perdagangan antar wilayah dan daerah sangat kuat mewarnai perekonomian di daerah ini. Padahal dalam era globalisasi yang saat ini berlangsung dan diperkirakan akan semakin meningkat intensitasnya pada kurun waktu kedepan, semakin sulit untuk menekan peluang infasi produk-produk dari luar Kabupaten Rote Ndao. Jika hal ini terjadi maka perekonomian daerah akan semakin dikuasai dan dinikmati oleh  para produsen dari luar Kabupaten Rote Ndao.

Identifikasi dan inventarisasi berbagai faktor yang diduga tidak saja sebagai penghambat akan tetapi diperkirakan dapat mendorong peningkatan investasi bahkan membuka lebih besarnya akses pasar di masa akan datang perlu sekali dilaksanakan. Untuk itu beberapa faktor yang diperkirakan berperan mempengaruhi antara lain : a) rendah dan minimnya upaya promosi potensi daerah; b) belum tertatanya secara baik potensi wisata yang dimiliki; c) minimnya ketersediaan infrastrukur yang berdampak pada rendahnya aksesibilitas; d) belum adanya jaringan kerjasama ekonomi yang baik secara regional antar kabupaten di NTT maupun dengan daerah lain di luar NTT; e) belum terkelolanya potensi SDM yang bersedia dalam menerima investasi dari luar, dan f) rendahnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong kegiatan investasi di Kabupaten Rote Ndao.

Menyiasati situasi yang muncul, maka upaya-upaya nyata yang disertai dengan pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi regional yang mampu mengatasi berbagai faktor penghambat serta mendorong peningkatan investasi, pengembangan agroindustri, pengembangan unit-unit usaha industri (baik industri pengolahan maupun manufaktur) yang memanfaatkan potensi lokal secara efektif dan efisien mutlak dikembangkan. Sudah barang tentu dorongan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui pembinaan permodalan, penguasaan dan penerapan teknologi serta managemen usaha yang mengarah pada peningkatan efisiensi seyogianya menjadi pertimbangan penting bagi daerah ini. Akses pasar yang lebih luas sehingga dapat mendorong kerjasama perdagangan regional, nasional bahkan global secara mantap dan berkelanjutan perlu terus didorong dari waktu ke waktu.
3.8. Masih Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah 
PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah kabupaten untuk menciptakan penerimaan melalui pemanfaatan endowment factors yang dimiliki, menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil. Selain itu, sumber utama pembentukan PAD berasal dari pajak daerah yang bersifat masih sangat terbatas. Retribusi daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah kabupaten memberi layanan yang berguna bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki peranan yang relatif kecil. 

Dengan demikian, dari segi sumbernya, landasan pembentukan PAD hanya mengandalkan sumber retribusi dari sumber  yang bukan karena peningkatan  ekonomi wilayah (retribusi karena pelayanan kesehatan). Dengan demikian landasan pembentukan penerimaan retribusi daerah bukanlah pelayanan yang bersifat atau berdampak ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok berkaitan dengan pendapatan, yaitu:

a) Kapasitas fiskal Rote Ndao masih sangat kecil;

b) Ketergantungan Fiskal kepada Pemerintah Pusat yang tinggi;

c) Sumber utama PAD berupa retribusi daerah masih didominasi layanan kesehatan dan bukannya layanan ekonomi.
3.9. Wilayah Rote Ndao Sebagai Perbatasan Antar Negara 
Dari sisi geo-politik dan geo-ekonomi, letak dan kedudukan Kabupaten Rote Ndao sangat strategis. Hal ini dijustifikasi dengan kecenderungan fakta bahwa Kabupaten Rote Ndao yang berhadapan langsung dengan belahan selatan dunia dalam hal ini Negara Australia menyebabkan secara politik Kabupaten ini merupakan gerbang selatan NKRI yang perlu dijaga kedaulatannya. Kecenderungan pemanfaatan kedudukan geografis Kabupaten Rote Ndao sebagai tempat transit para imigran gelap dari negara-negara Timur Tengah untuk menyeberang ke Australia pada 5 tahun terakhir semakin meningkat intensitasnya. 

Dari sisi ekonomi, dalam jangka panjang kedepan diperkirakan kecenderungan perdagangan antar negara bisa saja memanfaatkan jasa letak lokasi (area service) Kabupaten Rote Ndao sehingga paling tidak meminimalkan biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Sementara saat ini kasus pelintas batas dari nelayan tradisional asal Rote Ndao yang sering menjadi korban penangkapan dari pihak keamanan negara tetangga Australia ketika melakukan penangkapan hasil laut di perairan selatan Rote, terus menjadi pemberitaan sehingga diperlukan penanganan antara NKRI dengan Australia. 

Kecenderungan fakta yang ada terutama pemanfaatan lokasi dan dan kedudukan geografis sebagai tempat transit para imigran gelap asal Timur Tengah dan juga kasus pelintas batas nelayan tradisional, antara lain dipengaruhi oleh : a) lemahnya pengawasan terutama pada pelabuhan-pelabuhan rakyat yang menyebar pada sepanjang  garis pantai di Kabupaten Rote Ndao, di mana melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut transit para imigran gelap berlangsung; b) tingkat kebutuhan masyarakat nelayan yang tinggi terhadap hasil perikanan tangkap, sehingga memaksa mereka untuk bergantung pada sumber hasil tersebut; c) aktivitas nelayan yang telah berlangsung turun temurun dalam memanfaatkan perairan selatan Rote Ndao sebagai area fishing ground, sementara pengetahuan tentang garis batas perairan NKRI dengan Australia yang rendah dan terbatas dari para nelayan sehingga mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran batas continental tersebut.

Khusus pelanggaran batas negara oleh para nelayan tradisional dari sisi ekonomi pada hakekatnya bukan merupakan suatu kendala. Hal ini disebabkan kemampuan armada penangkapan yang terbatas, teknologi dan peralatan tangkap yang rendah sehingga hasil laut yang diperoleh juga relatif terbatas. Pada kondisi yang demikian mengakibatkan kekuatiran munculnya ekploitasi hasil laut  yang berlebihan bahkan melebihi tingkat maximum sustainability yield tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan keseluruhan gambaran di atas, pada hakekatnya pengelolaan kedudukan geografis Kabupaten Rote Ndao seyogianya diberdayakan secara bijaksana, sehingga kedudukan tersebut bukan berdampak pada eksternalitas yang bersifat negatif akan tetapi diharapkan memberikan dampak eksternalitas yang positip. Pada kondisi yang demikian manfaat ekonomi dan politik tidak saja berdampak kepada peningkatan kemajuan ekonomi regional Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umunya. Demikian juga bahwa penanganan kasus yang muncul tidak saja menjadi beban tugas pemerintah Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab negara melalui keterlibatan secara aktif dan integratif dari departemen luar negeri, departemen kelautan dan perikanan, imigrasi dan juga partisipasi aktif masyarakat lokal.
3.10. Masih Rendahnya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah 

Sebagai Kabupaten yang relatif baru dari hasil pemekaran pada Tahun 2002 dan secara geografis terpisah dengan kabupaten lainnya di Provinsi NTT sehingga peranan transportasi dan perhubungan serta prasarana dasar lainnya sangat penting untuk mendukung sektor pembangunan lainnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Secara umum hampir semua infrastruktur ekonomi dan prasarana dasar lainnya yang ada di Kabupaten Rote Ndao masih terbatas sehingga belum mampu mendukung secara penuh sektor pembangunan secara berkelanjutan sebagaimana kondisi yang digambarkan sebagai berikut : 
1) Panjang jalan yang ada baru mencapai 706.22 km tanpa adanya jalan negara dengan tingkat aksebilitas 0,552 km/km2, dimana kondisi rusak dan rusak berat 36.16%, sedangkan permukaan jalan aspal baru mencapai 32,9%.

2) Lapangan udara masih masuk kategori ”Perintis” dengan fasilitas yang sangat terbatas dengan frekuensi penerbangan yang berfluktuasi

3) Pelabuhan laut yang belum memiliki sarana pendukung yang memadai serta hanya rutin melayani masing-masing satu ferry cepat di Pelabuhan Ba’a dan satu ferry lambat di Pantai Baru 

4) Ketersediaan energi listrik dan air bersih/minum masih sangat terbatas, yakni 32,7% rumah tangga menggunakan penerangan listrik sedangkan air bersih dari PDAM baru melayani 10,15% rumah tangga. 

5) Kapasitas irigasi dan embung masih rendah dan hampir 50 % kondisi rusak bahkan di Kecamatan Lobalain terdapat 5 daerah irigasi  yang rusak total
6) Adanya penurunan kelayakan perumahan (Tahun 2005 sampai dengan 2007) dan jumlah rumah darurat sebanyak 12.320 unit rumah (45,2%) serta lebih 10.000 unit belum memiliki jamban/WC
Faktor yang Mempengaruhi

Secara umum faktor-faktor yang berpengaruh sehingga daya dukung infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao masih rendah adalah :
1) Pembiayaan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar sementara kemampuan pendanaan keuangan daerah sangat terbatas sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara 

2) Terbatasnya dana investasi dan penyebaran lokasi permukiman masyarakat yang menyulitkan dalam menjangkau fasilitas listrik dan air bersih serta sanitasi lingkungan yang diharapkan

3) Terbatasnya dana pembangunan dan sumber-sumber air baku yang dapat dikembangkan dan dikelola secara berkesinambungan guna menunjang ketersediaan air baku untuk irigasi/embung

4) Rendahnya tingkat pendapatan per kapita termasuk pendapatan rumah tangga dalam pemenuhan rumah yang layak dan sehat. 
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